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ABSTRAK
Selama masa pandemi Coronavirus Disease Of 2019, beberapa perusahaan

berupaya untuk mempertahankan perusahaannya. Ini dapat berupa pemutusan
hubungan kerja (PHK) dengan alasan Efisiensi maupun Force Majeur. Dalam
melakukan PHK, perusahaan wajib memenuhi hak pekerjanya pasca terkena PHK
sesuai ketentuan Pasal (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021
bagian kedua tentang Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja. Nyatanya tidak
semua perusahaan memenuhi hak para pekerja yang terkena PHK, tidak sedikit
pekerja yang merasa dirugikan dan melaporkannya kepada Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Ketenagakerjaan dan
Perindustrian Kota Padang. Berdasarkan peristiwa tersebut, lahirlah rumusan
masalah sebagai berikut : 1) Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap
pekerja yang terkena PHK oleh perusahaan terdampak pandemi COVID-19, (2)
Pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan dan pekerja yang terkena PHK
oleh perusahaan terdampak pandemi COVID-19, dan 3) Prosedur penyelesaian
perselisihan yang dilakukan terhadap perusahaan dan pekerja yang terkena PHK
oleh perusahaan terdampak COVID-19. Dari hasil penelitian dan pembahasan
diperoleh kesimpulan 1) kebijakan mengenai perlindungan hak akibat pemutusan
hubungan kerja yang diterima pekerja yang terkena PHK selama masa Pandemi
COVID-19 atas dasar Efisiensi dan Force Majeure sebagaimana dalam PP No. 35
Tahun 2021 Pasal 43 ayat (1) dan (2) kemudian Pasal 45 ayat (1) dan (2), 2)
dilakukannya pengawasan kepada perusahaan dan pekerjanya oleh Pengawas
Ketenagakerjaan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 pada Pasal 3 ayat (1) guna memastikan telah
dilaksanakannya Norma Ketenagakerjaan di perusahaan tersebut, 3) dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan metode
perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi hubungan industrial, arbitrase hubungan
industrial, dan pengadilan hubungan industrial. Seperti pada Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
BAB II yang dilakukan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.
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